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SALINAN

LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun
Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
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10.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
868);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2023 Nomor 3);



21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo
Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 6);

22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo
Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nomor 6);

23. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran
Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-
2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);

25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo
Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten
Bantul Tahun 2023 Nomor 3);

26. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wijirejo
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah,
Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer
Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
(Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan

LURAH WIJIREJO



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten
Bantul.

Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat
APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan
dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pendapatan kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu
dikembalikan oleh kalurahan.

Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada



tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

9. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan
dengan belanja kalurahan.

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan
dengan belanja kalurahan.

11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA
adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh lurah dan Bamuskal.

13. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

14. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

15.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan

Kalurahan Wijirejo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan
bertangung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
kalurahan.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,

makmur dan sejahtera.



BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan
1) Pendapatan Asli Kalurahan
2) Pendapatan Transfer
3) Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan Kalurahan

b. Belanja Kalurahan
1) Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Kalurahan
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5) Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak
Jumlah Belanja Kalurahan
c. Pembiayaan
1) Penerimaan Pembiayaan
2) Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Pasal 4

Rp 511.895.000,00
Rp 4.162.364.300,00
Rp 15.000.000,00

Rp 4.689.259.300,00

Rp 1.992.188.300,00

Rp 1.676.727.500,00

Rp 870.134.000,00

Rp 309.115.000,00
Rp 133.000.000,00

Rp 4.981.164.800,00

Rp 291.905.000,00

Rp 0,00
Rp 291.905.000,00
Rp 0,00

+

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.



Pasal 5
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 6
(1) Pemerintah  Kalurahan  dapat melaksanakan  kegiatan  untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara langsung;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. Dberskala lokal kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Lurah dapat mendahului perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang

Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Kalurahan dan

memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 28 Desember 2023
LURAH WIJIREJO

Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 28 Desember 2023 Salinan Sesuai dengan aslinya,

CARIK WIJIREJO, Pasy =</
: "'UKQP‘*‘}?ZU‘IBSun Pangripta

;

IKA KUSUMA

Ttd o

FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 8
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (33 /Wijirejo/2023)



LAMPIRAN :
PERATURAN LURAH WIJIREJO
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON
PANDAK TAHUN ANGGARAN 2024



